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Info Artikel Abstrak
Masuk: Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-
25 Juli 2023 Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui
Diterima: Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil
27 Juli 2023 Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat
Diterbitkan: dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh
29 Juli 2023 warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang
didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur
Kata Kunci: dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara
Hukum, Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah
Hak, Nomor 38 Tahun 1963.
Penguasaan

PENDAHULUAN

Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, tubuh bumi
dibawahnya dan yang berada dibawah air termasuk tanah didasar laut dan yang akan dipermasalahkan adalah tanah
dalam pengertian hak penguasaan atas tanah. Penguasaan artinya mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus,
tetapi belum tentu memiliki. “Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga
beraspek privat dan beraspek yuridis ”(Urip Santoso, hukum Agraria kajian komprehensif, 2013, hal 75). Penguasaan
tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara
fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara fisik tanah
itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, juga dalam hal
menjamin tanah pada Bank maka Bank sebagai kreditur adalah pemegang hak jaminan atas tanah yang dijadikan
jaminan tetapi fisik penguasaannya atau penggunaannya tetap ada pada pemilik hak atas tanah. Penguasaan ini ada
dalam aspek privat sedangkan aspek publiknya diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUDNRI thn 1945 dan pasal 2 UUPA
bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. A.Sodiki memberi penjelasan tentang arti kemakmuran bahwa kemakmuran
merupakan terminologi ekonomi,suatu masyarakat dikatakan makmur apabila masyarakat yang bersangkutan dapat
memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya baik pisik maupun non pisik secara terus menerus. (A. Sodiki dalam Moh Bakri,
Hak Menguasai Tanah oleh Negara, 2011, hal 30.)

Secara positif manusia dapat dikatakan sejahtera apabila ia merasa aman tenteram,selamat apabila ia dapat
hidup sesuai dengan cita-cita dan nilainya sendiri,apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan
sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Secara
negative manusia disebut sejahtera kalau dia bebas dari kemiskinan, dari kecemasan hari esok, bebas dari penindasan
dan bebas dari perlakuan tidak adil.

Menurut Frans Magnis-S Negara hanya mengusahakan/menyiapkan kondisi untuk mencapai kesejahteraan
umum dan tidak menciptakan kesejahteraan umum, Negara hanya menciptakan prasyarat-prasyarat objektif yang perlu
tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan
prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat merasa sejahtera. (Frans Magnis-Suseno, Etika Politik
Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Jakarta 2001 hal 315).

METODE
Lokasi
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah oleh
Masyarakat yang dilaksanakan di desa Olo-oloho Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Provensi Sulawesi Tenggara.

© CC Attribution-ShareAlike 4.0 License. Hal - 13




Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN : 3024-8019

Khalayak Sasaran

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh dosen/staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lakidende dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan Uepai. Sasaran kegiatan ini akan di ikuti oleh
kepala desa, BPD, Perangkat Desa dan masyarakat desa Olo-oloho kecamatan Uepai.

Metode Kegiatan
Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum sebagai bentuk dari pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat ini mengunakan metode : Ceramah dan Dialog dua arah (Tanya jawab).

Keterkaitan

Kegiatan sosialisasi tentang Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah oleh Masyarakat Sekitar Pokok-pokok
agraria oleh Fakultas Hukum Universitas Lakidende sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang
salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai dukungan institusi dalam mengambil peran dalam
kehidupan berbangsa dalam pemberian pengetahuan kepada masyarakat khusus perangkat desa dalam proses pendataan
tanah.

Rancangan Evaluasi

Evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan sosialisasi hukum. Evaluasi tersebut meliputi, ketepatan
waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, jumlah peserta, animo masyarakat, dan kemampuan menyerap dasar dan konsep
yang telah di jelaskan oleh para pemateri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 4
ayat (1) dan (2) mengemukakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macammacam hak atas
tanah, yang dapat diberikan perorangan, kelompok maupun badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberikan
wewenang untuk memanfaatkan dan menpergunakannya yang langsung berhubungan dengan tanah itu, dengan batasan
UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi lainnya. Sehubungan dengan hak atas tanah diatas, maka di tuangkan
secara mengkhusus mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka
tanah, hak memungut hasil utang dan hak lain yang tidak termasuk dalam hak diatas. Untuk lebih lengkapnya akan
dijabarkan sebagai berikut :

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
hak milik;
hak guna-usaha; .
hak guna-bangunan;
hak pakai;
hak sewa ;
hak membuka tanah ;

hak memungut- hasil- hutan; h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal
53.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi 3 macam

@rPoo o

yaitu:
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap.
Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang
yang baru. Contoh: HM. HGU, HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara.
Hak atas tanah ini sifathya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-
sifat pemerasan, feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
Menyangkut dengan hak —hak atas tanah maka, kita perlu mengkaitkannya dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945, makna “dikuasai” oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus “dimiliki” secara
keseluruhan oleh Negara, tetapi pengertian “dikuasai” itu membawa wewenang kepada negara sebagai organisasi
kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk tingkatan tertinggi.
1. Mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan runag angkasa di atas
tanah itu;
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3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum antara orang
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa di atas tanah itu.

Segala sesuatu yang disebutkan di atas itu dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka
masyarakat adil dan makmur, walaupun demikian tidak secara keseluruhan dari tanah tersebut melekat apabila sudah
memiliki hak atas permukaan tanah. Dalam UUPA hak atas tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang
terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya. Boedi Harsono mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan dalam
pasal 8 UUPA disebutkan karena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi, maka wewenang-
wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh
bumi, air dan runag angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan
pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

Hak Milik

Dalam berbagai literatur di defenisikan berbagai bentuk dan sudut pandang mengenai hak milik atas atas tanah.
Hak milik sebagai salah satu hak yang melekat dalam benda menjadikannya selalu jadi kajian yang serius dalam
penentuan dan pembentukan pokok-pokok hak suatu benda.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas
tanah dengan mengingat fungsi sosial pasal 20 UUPA. Sifat kuat dan terpenuhi berarti yang paling kuat dan paling
penuh, berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk berbuat bebas, artinya
boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan dan
mewariskannya. “Turun temurun” artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup
dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang
memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. “Terkuat”, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan
hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan
tidak mudah dihapus. “Terpenuh”, artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknya paling luas
dibandingkan degan hak atas tanah yang lain, dapat menjdi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak
atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa dan untuk berniat bebas
terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.
Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan
untuk meguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk
mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut.

Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak
dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan
diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38
tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan
pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Terdiri Dari:

a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Negara Bank);

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun
1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139);

C. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Agama.

d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria Setelah Mendengar Menteri Kesejahteraan
Sosial.

Hak Pakai

Hak pakai menurut pasal 41 UUPA hak yang diberikan Negara untuk digunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanahnya, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan asas dan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria. Dalam hal misalnya bagi kedutaan-kedutaan
dapat diberikan hak pakai, jadi pemakaian tanahnya bukan dalam rangka perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah dan lain sebagainya, hak pakai ini dapat berlaku sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.
Pemberian hak pakai dapat dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa yang berupa apapun. Akan
tetapi, tidak boleh diserati syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai menurut
pasal 39 PP. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah; d. Badan-badan keagamaan dan

sosial;
d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
e. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.
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Tentang pengalihan hak pakai, menurut pasal 54 PP. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai pengalihannya kepada
pihak lain haruslah seizin pejabat yang berwenang, sedang hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada
pihak lain, apabila memungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan dengan pemilik tanahnya.

Hak Pengelolaan

Di dalam praktek dikenal pula adanya hak pengelolaan yang bersumber pada UUPA, dimana perumusan
mengenai hak pengelolaan tersebut dituangkan dalam PP. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pasal 1 ayat (3) sebagai berikut :

“Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegangnya”.

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk:

Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;

Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

C. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh prusahaan
pemegang hak tersebut yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu pemberian hak atas tanah
kepada pihak ketiga yang bersngkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai PMDN No. 6 Tahun 1972 jo.
No. 5 Tahun 1973 dan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

d. Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan”.

o e

Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
Dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa:
1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan
diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik
atas tanah itu.
Lebih lanjut hak membuka tanah dan memungut hasil hutan di atur dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1976, tanggal 13 Januari 1976 Tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan, Dengan Bidang
Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum, mengenai pelaksanaan pemberian hak
pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan.

Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup
dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting karena
merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Untuk itu pengaturan hak kepemilikkan atas tanah
diatur berdasarkan : Negara mengatur tentang pertanahan dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 memberikan kekuasaan kepada Negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah teritorialnya
yangkemudian dijelaskan sebagai berikut : “Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) secara eksplisit menjelaskan hak milik atas tanah ada pada seluruh rakyat
Indonesia dan Negara hanya diberikan suatu kewenangan untuk menguasai yang berarti hanya sebatas berkuasa atas
suatu atau memegang kekuasaan atau sesuatu sedangkan kepemilikkan ada pada seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada
saatdiberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 September 1960, makatelah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi
seluruh wilayah Indonesiayang sederhana, mudah, moderen serta memihak pada rakyat Indonesia danhakikatnya
UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agrarian nasional yang akan dapat membawa kemakmuran,
kebahagian, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan Negara.

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada
di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan
mengatur tanah dalam segala aspeknnya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam
pengertian yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah.Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik,
juga dalam arti yuridis.Juga beraspek privat dan peraspek public.Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan
yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak
untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.

KESIMPULAN

Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak
dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan
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diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38
tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan
pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin
konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang berhak mempunyai hak
milik dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Sementara itu, Undang-Undang
Pokok Agraria sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak
atas tanah mempunyai fungsi social.
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